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Abstrak

Penelitian ini mengkaji rekonstruksi sistem pemidanaan tindak pidana judi online melalui pendekatan
restorative justice sebagai alternatif pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Menggunakan metode
penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan,
penelitian ini menganalisis keterbatasan sistem pemidanaan konvensional dan relevansi pendekatan
restorative justice dalam penanganan tindak pidana judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sistem pemidanaan tindak pidana judi online dalam hukum positif Indonesia masih didominasi oleh
paradigma retributif yang menekankan aspek penghukuman, dengan keterbatasan dalam menangani
akar permasalahan kecanduan, dimensi sosial-ekonomi, dan kebutuhan reintegrasi pelaku.
Pendekatan restorative justice relevan dengan karakteristik judi online sebagai penyakit sosial,
mampu mengakomodasi aspek kecanduan, melibatkan keluarga sebagai "korban tidak langsung", dan
mengurangi stigmatisasi. Model rekonstruksi sistem pemidanaan yang diusulkan mencakup desain
program rehabilitasi kecanduan judi, pemberdayaan ekonomi, pemulihan hubungan keluarga, dan
pelibatan masyarakat, didukung oleh formulasi hukum yang memadai melalui revisi UU ITE,
pengembangan mekanisme diversi, pedoman mediasi penal, dan regulasi sanksi alternatif.
Rekonstruksi ini berimplikasi pada pergeseran paradigma pemidanaan, pengembangan sistem sanksi
yang lebih variatif, penguatan pendekatan multidisipliner, dan pengembangan mekanisme
penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang dapat menjadi katalisator bagi transformasi sistem
peradilan pidana yang lebih progresif, efektif, dan berorientasi pada pemulihan.

Kata Kunci: Judi Online, Restorative Justice, Rekonstruksi Sistem Pemidanaan, Kecanduan Judi,
Pembaharuan Hukum Pidana.
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PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap kejahatan secara
signifikan, termasuk transformasi perjudian konvensional menjadi perjudian online yang
lebih kompleks dan sulit dijangkau. Fenomena judi online (judol) di Indonesia telah
berkembang menjadi permasalahan multidimensi yang tidak hanya melanggar aspek hukum,
tetapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang luas. Menurut
Maskun (2013, 34), kemudahan akses internet telah menciptakan ruang baru bagi aktivitas
ilegal, termasuk perjudian yang kini dapat dilakukan melalui platform digital dengan
jangkauan yang lebih luas dan tanpa batasan geografis. Data Kementerian Komunikasi dan
Informatika (2023, 17) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020-2022, terdapat lebih dari
7.500 situs judi online yang diblokir, namun fenomena ini tetap menjamur dengan
munculnya situs-situs baru.

Regulasi terkait perjudian online di Indonesia diatur dalam beberapa instrumen hukum,
antara lain Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27 ayat (2)
jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebagaimana dikemukakan oleh Suhariyanto (2013, 114),
meskipun telah memiliki landasan hukum yang jelas, penegakan hukum terhadap tindak
pidana judi online masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal efektivitas
pemidanaan. Pendekatan retributif yang selama ini diterapkan cenderung mengutamakan
aspek penghukuman tanpa memperhatikan akar permasalahan yang kompleks dalam
fenomena perjudian online.

Isra (2019, 22) berpendapat bahwa sistem pemidanaan di Indonesia masih kuat
dipengaruhi paradigma retributif yang mengandalkan efek jera melalui hukuman penjara.
Paradigma ini seringkali tidak relevan untuk tindak pidana yang memiliki dimensi sosial dan
psikologis seperti perjudian online. Hal ini sejalan dengan temuan Lakoro, Badu, dan Achir
(2020, 32) yang menjelaskan bahwa tidak terdapat pola pidana minimum terhadap pelaku
tindak pidana perjudian, baik yang diatur dalam KUHP maupun UU ITE, sehingga tidak
memberikan efek jera yang signifikan.

Perjudian online sendiri dapat dikategorikan sebagai bentuk kecanduan non-substansi
(behavioral addiction) yang memiliki karakteristik serupa dengan kecanduan zat.
Pendekatan medis dan psikologis menunjukkan bahwa pelaku judi online seringkali terjebak
dalam siklus ketergantungan yang sulit diputus hanya dengan sanksi pidana (American
Psychiatric Association 2013, 587). Konsekuensinya, pidana penjara yang dijatuhkan
kepada pelaku judi online cenderung tidak efektif untuk mengatasi akar permasalahan,
bahkan berpotensi memperburuk kondisi dengan menciptakan dampak negatif lain seperti
stigmatisasi, disintegrasi keluarga, dan beban ekonomi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berorientasi pada
pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Metode yuridis normatif
dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma
hukum yang terkait dengan sistem pemidanaan tindak pidana judi online dan pendekatan
restorative justice dalam konteks pembaharuan hukum pidana Indonesia. Soerjono Soekanto
dan Sri Mamudji (2018, 14) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif atau doktrinal
adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengkaji dan
menganalisis konsep-konsep hukum yang terkait dengan sistem pemidanaan, tindak pidana
judi online, dan restorative justice. Pendekatan ini penting untuk memahami dasar-dasar
pemikiran yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya dalam konteks pembaharuan
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hukum pidana. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki (2021, 178),
pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dapat melahirkan pengertian,
konsep, dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk mengkaji dan
menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana judi online
dan pendekatan restorative justice di Indonesia. Penelitian ini menganalisis berbagai produk
hukum yang mengatur tentang tindak pidana judi online, dengan fokus utama pada Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang
Penertiban Perjudian, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Analisis terhadap UU ITE khususnya memperhatikan ruang lingkup subjek hukum
sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu penyelenggara perjudian online,
bukan pada pemain atau pengguna layanan perjudian online. Selain itu, penelitian ini juga
mengkaji regulasi yang terkait dengan implementasi restorative justice dalam sistem
peradilan pidana Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah menerapkan konsep diversi sebagai bentuk
pendekatan restorative justice.

Pendekatan perbandingan (comparative approach) digunakan untuk membandingkan
sistem pemidanaan tindak pidana judi online dan implementasi restorative justice di
Indonesia dengan beberapa negara lain. Basuki Rekso Wibowo (2016, 47) menyatakan
bahwa pendekatan perbandingan dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk
menemukan persamaan dan perbedaan di antara sistem-sistem hukum yang dibandingkan,
sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pembaharuan hukum nasional. Dalam
penelitian  ini, dilakukan perbandingan dengan negara-negara yang telah
mengimplementasikan restorative justice dalam penanganan tindak pidana judi online atau
tindak pidana serupa, seperti Australia, Selandia Baru, dan Kanada.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
kepustakaan (library research) dan analisis dokumen hukum. Studi kepustakaan dilakukan
dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur yang terkait dengan
sistem pemidanaan tindak pidana judi online dan pendekatan restorative justice, termasuk
buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Analisis dokumen
hukum dilakukan dengan menelaah berbagai produk hukum, termasuk peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan fokus
penelitian.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis
deskriptif-analitis. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta,
permasalahan, dan fenomena hukum terkait dengan sistem pemidanaan tindak pidana judi
online dan pendekatan restorative justice. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan
menghubungkan konsep-konsep hukum, teori-teori hukum, dan fakta-fakta empiris yang
relevan dengan fokus penelitian. Melalui analisis kualitatif ini, penelitian ini berupaya
mengidentifikasi dan menganalisis kemungkinan rekonstruksi sistem pemidanaan tindak
pidana judi online melalui pendekatan restorative justice, serta merumuskan model
rekonstruksi yang dapat diterapkan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Judi Online dalam Hukum Positif
Indonesia

Sistem pemidanaan tindak pidana judi online di Indonesia saat ini merupakan hasil
formulasi dari berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki dimensi historis dan
yuridis. Secara konvensional, perjudian diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP), yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Namun, seiring dengan
perkembangan teknologi informasi yang mengubah modus operandi perjudian dari
konvensional menjadi berbasis elektronik, diperlukan pengaturan khusus yang lebih spesifik
untuk menjangkau tindak pidana judi online.

Tindak pidana judi online di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (2) UU ITE
menyatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Ketentuan tersebut diancam dengan
sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap
Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Menurut Widodo (2021, 147), rumusan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE
merupakan bentuk penegasan bahwa perbuatan yang dilarang dalam ketentuan tersebut
adalah perbuatan yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk perjudian, baik
sebagai penyelenggara maupun sebagai penyedia akses. Hal ini menunjukkan bahwa
ketentuan tersebut ditujukan terutama pada penyelenggara perjudian online, bukan pada
pemain atau pengguna layanan perjudian online.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa keterbatasan dalam formulasi hukum tersebut.
Pertama, rumusan Pasal 27 ayat (2) UU ITE tidak secara eksplisit menjelaskan definisi
"muatan perjudian”, sehingga memerlukan interpretasi yang merujuk pada Pasal 303 ayat (3)
KUHP yang mendefinisikan permainan judi sebagai "tiap-tiap permainan, di mana pada
umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena
pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir." Sebagaimana dikemukakan oleh Nugraha dan
Permanasari (2020, 236), ketidakjelasan definisi tersebut dapat menimbulkan ambiguitas
dalam penegakan hukum, terutama dalam mengklasifikasikan jenis-jenis permainan online
tertentu yang memiliki elemen perjudian.

Kedua, meskipun ancaman sanksi pidana dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE cukup berat,
namun dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online masih
menghadapi berbagai kendala. Menurut Andrisman (2022, 58), salah satu kendala utama
adalah kesulitan dalam mengidentifikasi dan melacak pelaku tindak pidana judi online,
karena sifat transnasional dari kejahatan siber yang memungkinkan pelaku beroperasi dari
yurisdiksi lain. Lebih lanjut, Ardiansyah (2023, 112) menjelaskan bahwa keterbatasan
sumber daya dan kemampuan teknis aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan
siber, termasuk judi online, menjadi faktor yang memperlemah efektivitas penegakan hukum
dalam bidang ini.

Sistem pemidanaan tindak pidana judi online di Indonesia masih didominasi oleh
paradigma retributif yang menekankan pada penghukuman sebagai balasan atas kejahatan
yang dilakukan. Hal ini tercermin dari ancaman sanksi dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang
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menetapkan pidana penjara dan denda sebagai bentuk sanksi utama. Menurut Muladi dan
Arief (2019, 92), pendekatan retributif dalam pemidanaan berfokus pada perbuatan masa lalu
yang dilakukan oleh pelaku, bukan pada upaya untuk memperbaiki pelaku atau memulihkan
kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Dampak dari dominasi paradigma retributif ini menyebabkan beberapa implikasi
dalam praktik pemidanaan tindak pidana judi online. Pertama, sebagaimana dikemukakan
oleh Rahardjo (2020, 75), sanksi pidana penjara seringkali tidak efektif dalam menangani
akar permasalahan perjudian online, khususnya aspek kecanduan (addiction) yang dialami
oleh pelaku. Studi yang dilakukan oleh Prakoso dan Nugroho (2023, 218) menunjukkan
bahwa 68% dari pelaku tindak pidana judi online yang telah menjalani pidana penjara
kembali melakukan tindak pidana yang sama setelah bebas, yang mengindikasikan tingginya
tingkat residivisme dalam kejahatan ini.

Kedua, menurut Sahetapy (2018, 128), pendekatan retributif cenderung mengabaikan
faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang melatarbelakangi keterlibatan seseorang
dalam perjudian online. Pendekatan ini melihat tindak pidana judi online secara sempit
sebagai pelanggaran hukum, tanpa mempertimbangkan kompleksitas permasalahan yang
mendasarinya. Akibatnya, pemidanaan yang diterapkan tidak mampu mengatasi akar
permasalahan dan cenderung bersifat sementara.

Ketiga, sebagaimana dikemukakan oleh Atmasasmita (2022, 45), sanksi pidana
penjara dalam tindak pidana judi online juga menciptakan beban tambahan bagi sistem
peradilan pidana yang sudah overload. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa jumlah narapidana tindak pidana judi
(termasuk judi online) mengalami peningkatan dari 3.846 orang pada tahun 2020 menjadi
5.217 orang pada tahun 2022, yang berkontribusi pada permasalahan overcrowding di
lembaga pemasyarakatan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2023, 34).

Aspek lain yang menjadi permasalahan dalam sistem pemidanaan tindak pidana judi
online di Indonesia adalah ketidakpaduan dalam sistem pertanggungjawaban pidana.
Menurut Harahap (2021, 167), terdapat perbedaan paradigma antara KUHP dan UU ITE
dalam menentukan subjek pertanggungjawaban pidana. KUHP menganut prinsip
pertanggungjawaban pidana individual atau "naturlijkpersoon”, sementara UU ITE
mengadopsi perluasan subjek hukum pidana yang mencakup korporasi atau "rechtspersoon”.

Pasal 1 angka 21 UU ITE mendefinisikan "Orang" sebagai "orang perseorangan, baik
warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum." Hal ini menunjukkan
bahwa subjek hukum dalam tindak pidana judi online mencakup individu dan korporasi.
Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Santoso (2022, 210), dalam praktik penegakan
hukum, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana judi online masih jarang
diterapkan. Mayoritas kasus yang diproses secara hukum hanya menyasar pelaku individu,
sementara korporasi yang menjadi penyelenggara atau penyedia layanan perjudian online
seringkali lolos dari jeratan hukum.

Ketidakpaduan ini juga tercermin dari absennya pengaturan khusus mengenai peran
dan pertanggungjawaban pidana pemain atau pengguna layanan perjudian online.
Sebagaimana dikemukakan oleh Prasetyo (2023, 78), terdapat kekosongan hukum dalam
menentukan status hukum pemain judi online, apakah termasuk sebagai pelaku tindak pidana
atau korban. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum cenderung fokus pada penyelenggara
perjudian online dan mengabaikan pemain, meskipun dalam beberapa kasus, pemain judi
online juga mengalami kerugian material dan psikologis akibat kecanduan.

Sistem pemidanaan konvensional yang diterapkan terhadap tindak pidana judi online
menimbulkan dampak sistemik yang lebih luas, baik bagi pelaku maupun masyarakat. Studi
yang dilakukan oleh Priyatno dan Widiartana (2022, 156) menunjukkan bahwa pidana
penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana judi online seringkali menciptakan
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stigmatisasi dan menyulitkan proses reintegrasi sosial pasca pemidanaan. Label sebagai
mantan narapidana membatasi akses pelaku terhadap lapangan pekerjaan dan sumber
penghidupan yang legal, sehingga mendorong mereka untuk kembali terlibat dalam aktivitas
perjudian online atau kejahatan lainnya.

Dari perspektif korban, sebagaimana dikemukakan oleh Utami dan Hariyanto (2023,
93), pemidanaan konvensional tidak memberikan mekanisme pemulihan bagi pihak-pihak
yang dirugikan akibat tindak pidana judi online. Dalam konteks ini, korban tidak hanya
terbatas pada pemain yang mengalami kerugian material, tetapi juga keluarga pelaku yang
mengalami dampak ekonomi dan psikososial akibat keterlibatan anggota keluarganya dalam
perjudian online. Sistem pemidanaan yang ada tidak memfasilitasi proses perbaikan
hubungan dan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban.

Secara lebih luas, sebagaimana dikemukakan oleh Baskoro (2022, 128), pemidanaan
konvensional juga gagal dalam membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya perjudian
online dan pencegahannya. Pendekatan yang berfokus pada penghukuman cenderung
mengabaikan dimensi edukatif dan preventif dalam penanggulangan tindak pidana judi
online. Akibatnya, meskipun sejumlah pelaku dijatuhi sanksi pidana, fenomena perjudian
online tetap berkembang di masyarakat karena tidak ada upaya sistematis untuk mengatasi
akar permasalahannya.

Berdasarkan analisis terhadap sistem pemidanaan tindak pidana judi online dalam
hukum positif Indonesia, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa keterbatasan dan
problematika yang perlu diatasi. Keterbatasan ini meliputi aspek formulasi hukum,
paradigma pemidanaan, sistem pertanggungjawaban pidana, dan dampak sistemik
pemidanaan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan alternatif yang
lebih komprehensif dan efektif dalam menangani tindak pidana judi online, salah satunya
melalui pendekatan restorative justice yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

2. Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Judi Online yang Tidak Efektif pada Tataran
Praktis

Sistem pemidanaan terhadap pelaku judi online pada tataran praktis menunjukkan
berbagai ketidakefektifan yang signifikan, baik dari perspektif penegakan hukum,
rehabilitasi pelaku, maupun pencegahan tindak pidana. Fenomena ini terlihat jelas dalam
praktik penerapan ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang menjadi
landasan hukum utama dalam penindakan kasus judi online di Indonesia.

Pertama, aspek penegakan hukum menunjukkan tantangan tersendiri dalam
implementasi pemidanaan pelaku judi online. Sebagaimana dilaporkan oleh Direktorat
Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri (2023, 28), dari 1.247 kasus judi online yang
teridentifikasi sepanjang tahun 2022, hanya 423 kasus (33,9%) yang berhasil diproses
hingga tahap penuntutan, dan hanya 215 kasus (17,2%) yang berakhir dengan putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Data ini mengindikasikan adanya "bottleneck”
dalam sistem peradilan pidana yang menangani tindak pidana judi online. Rustam dan
Nugroho (2023, 156) mengidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi pada rendahnya
tingkat penyelesaian kasus, antara lain kesulitan dalam pengumpulan alat bukti digital,
keterbatasan sumber daya dan kapabilitas teknis aparat penegak hukum, serta karakter
transnasional dari kejahatan siber yang menyulitkan proses penegakan hukum.

Kedua, disparitas dalam penerapan pemidanaan menunjukkan ketidakkonsistenan
dalam praktik peradilan. Penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI (2022, 87) terhadap 150 putusan tindak pidana judi online pada
periode 2020-2022 menunjukkan variasi yang signifikan dalam vonis yang dijatuhkan untuk
kasus-kasus dengan karakteristik serupa. Rata-rata vonis penjara untuk pelaku tindak pidana
judi online adalah 1,7 tahun, jauh di bawah ancaman maksimal 6 tahun sebagaimana diatur
dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Lebih lanjut, 68,7% putusan menjatuhkan pidana di bawah
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2 tahun penjara, yang mengindikasikan kecenderungan hakim untuk menjatuhkan pidana di
bawah setengah dari ancaman maksimal. Fenomena ini, sebagaimana dikemukakan oleh
Prasetya dan Hariadi (2023, 110), mencerminkan dilema yang dihadapi hakim dalam
menjatuhkan pidana yang proporsional untuk tindak pidana judi online, mengingat
kompleksitas faktor yang melatarbelakangi keterlibatan pelaku dalam aktivitas tersebut.

Ketiga, tingginya angka residivisme mengindikasikan kegagalan sistem pemidanaan
dalam mencapai efek jera dan rehabilitasi pelaku. Studi longitudinal yang dilakukan oleh
Pusat Kajian Kriminologi Universitas Indonesia (2023, 42) terhadap 275 mantan narapidana
tindak pidana judi online menunjukkan bahwa 64,7% dari mereka kembali terlibat dalam
aktivitas perjudian online dalam kurun waktu dua tahun setelah bebas dari penjara. Lebih
mengkhawatirkan lagi, 38,2% dari mantan narapidana tersebut kembali ditangkap untuk
kasus yang sama. Data ini mengonfirmasi temuan sebelumnya oleh Prakoso dan Nugroho
(2023, 218) tentang tingginya tingkat residivisme dalam tindak pidana judi online, yang
mengindikasikan ketidakefektifan pemidanaan konvensional dalam mengatasi akar
permasalahan, terutama aspek kecanduan.

Keempat, pemidanaan konvensional gagal dalam menangani faktor kecanduan yang
sering menjadi akar permasalahan judi online. Penelitian Rahman dan Kusuma (2021, 210)
menunjukkan bahwa 72% pelaku tindak pidana judi online menunjukkan gejala kecanduan
yang memerlukan intervensi psikologis dan sosial. Namun, sebagaimana diungkapkan oleh
Wibowo dan Santoso (2022, 134), sistem pemasyarakatan Indonesia belum memiliki
program rehabilitasi khusus untuk narapidana dengan masalah kecanduan judi. Survei
terhadap 15 Lembaga Pemasyarakatan di Jawa dan Sumatera menunjukkan bahwa tidak ada
satu pun yang memiliki program terstruktur untuk menangani kecanduan judi di kalangan
narapidana. Situasi ini menciptakan siklus kecanduan yang tidak terputus, di mana masa
pemidanaan hanya menjadi "jeda" sementara tanpa intervensi yang bermakna terhadap akar
permasalahan.

Kelima, pemidanaan konvensional menciptakan beban ekonomi yang signifikan, baik
bagi negara maupun keluarga pelaku. Dari perspektif negara, sebagaimana dikalkulasi oleh
Suprapto dan Widjaja (2022, 75), biaya pemeliharaan satu narapidana tindak pidana judi
online selama satu tahun mencapai sekitar Rp32.400.000, yang mencakup akomodasi,
makanan, perawatan kesehatan, dan pengamanan. Dengan jumlah narapidana tindak pidana
judi (termasuk judi online) yang mencapai 5.217 orang pada tahun 2022 (Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan 2023, 34), total biaya yang dikeluarkan negara untuk memidana pelaku judi
online mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Dari perspektif keluarga, pemidanaan
pelaku seringkali menciptakan kesulitan ekonomi akibat hilangnya sumber pendapatan.
Penelitian Hasanah dan Permadi (2021, 94) menunjukkan bahwa 78,3% keluarga narapidana
tindak pidana judi online mengalami penurunan signifikan dalam pendapatan dan kualitas
hidup selama masa pemidanaan pelaku.

Keenam, pemidanaan konvensional menciptakan stigmatisasi yang mempersulit
reintegrasi sosial pelaku pasca-pemidanaan. Natakusuma dan Rahman (2020, 215)
melaporkan bahwa mantan narapidana tindak pidana judi online menghadapi berbagai
bentuk diskriminasi sosial, termasuk kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, penolakan dari
lingkungan sosial, dan hambatan dalam mengakses layanan publik tertentu. Stigmatisasi ini,
sebagaimana dijelaskan oleh Priyatno dan Widiartana (2022, 156), mendorong mantan
narapidana untuk kembali pada lingkungan dan aktivitas yang menerima mereka, termasuk
komunitas perjudian, sehingga menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus.

Ketujuh, ketidakjelasan batasan dan kategorisasi dalam pemidanaan judi online
menciptakan ketidakpastian hukum. Nugraha dan Permanasari (2020, 236) mengidentifikasi
adanya ambiguitas dalam menentukan "muatan perjudian” sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2) UU ITE, terutama ketika berhadapan dengan bentuk-bentuk permainan
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online baru yang memiliki elemen perjudian, seperti game dengan fitur "loot boxes" atau
"gacha". Ketidakjelasan ini menciptakan potensi kesewenang-wenangan dalam penerapan
hukum dan menghasilkan putusan yang tidak konsisten. Selain itu, sebagaimana
dikemukakan oleh Prasetyo (2023, 78), terdapat ketidakjelasan dalam status hukum pemain
judi online, apakah termasuk sebagai pelaku tindak pidana atau korban, yang menciptakan
ketidakpastian dalam penegakan hukum.

Kedelapan, sistem pemidanaan konvensional gagal dalam menangani aspek
viktimologis dari tindak pidana judi online. Berbeda dengan tindak pidana konvensional,
judi online seringkali tidak memiliki "korban langsung” dalam pengertian tradisional.
Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Utami dan Hariyanto (2023, 93), keluarga pelaku
dan masyarakat luas dapat dianggap sebagai "korban tidak langsung" yang mengalami
berbagai bentuk kerugian akibat aktivitas perjudian online. Sistem pemidanaan konvensional
tidak memiliki mekanisme untuk mengakomodasi pemulihan kerugian ini atau melibatkan
"korban tidak langsung" dalam proses peradilan.

Kesembilan, pemidanaan konvensional memiliki efektivitas terbatas dalam menangani
aspek ekonomi dari industri perjudian online. Saputra dan Hidayat (2023, 128) mencatat
bahwa meskipun beberapa pelaku individu ditangkap dan dipidana, jaringan perjudian online
tetap beroperasi dan berkembang karena sifatnya yang terdesentralisasi dan transnasional.
Pemidanaan terhadap individu tidak mampu memutus rantai bisnis judi online yang dikelola
oleh sindikat terorganisir dengan struktur yang kompleks dan sumber daya yang besar. Lebih
lanjut, sebagaimana dikemukakan oleh Santoso (2022, 210), pertanggungjawaban pidana
korporasi dalam tindak pidana judi online masih jarang diterapkan, sehingga entitas bisnis
yang menjadi tulang punggung industri perjudian online seringkali lolos dari jeratan hukum.

Kesepuluh, pemidanaan konvensional gagal dalam menangani akar permasalahan
sosial-ekonomi yang mendorong keterlibatan dalam judi online. Sudarto dan Hamzah (2021,
78) mengidentifikasi berbagai faktor sosial-ekonomi yang berkontribusi pada meluasnya
perjudian online, termasuk kemiskinan, pengangguran, rendahnya literasi keuangan, dan
kurangnya alternatif hiburan yang terjangkau. Sistem pemidanaan konvensional yang
berfokus pada penghukuman individu tidak memiliki dampak signifikan terhadap faktor-
faktor struktural ini, sehingga gagal mengatasi akar permasalahan judi online di masyarakat.

Ketidakefektifan sistem pemidanaan terhadap pelaku judi online pada tataran praktis
ini memiliki implikasi luas terhadap upaya penanggulangan tindak pidana judi online di
Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Haryono dan Wijaya (2022, 198), pendekatan
penegakan hukum yang semata-mata mengandalkan pemidanaan konvensional telah terbukti
tidak memadai untuk mengatasi fenomena judi online yang kompleks dan multidimensi.
Diperlukan paradigma baru yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pemulihan, salah
satunya melalui pendekatan restorative justice yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pemidanaan terhadap
pelaku judi online pada tataran praktis menunjukkan ketidakefektifan yang signifikan dalam
berbagai aspek. Ketidakefektifan ini mencakup aspek penegakan hukum, rehabilitasi pelaku,
pencegahan tindak pidana, penanganan kecanduan, dampak ekonomi, stigmatisasi, kepastian
hukum, aspek viktimologis, penanganan industri perjudian, dan akar permasalahan sosial-
ekonomi. Temuan ini memperkuat urgensi untuk mengembangkan pendekatan alternatif
yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam penanganan tindak pidana judi online di
Indonesia.

3. Model Rekonstruksi Sistem Pemidanaan dan Implikasinya terhadap Pembaharuan
Hukum Pidana

Berdasarkan analisis terhadap keterbatasan sistem pemidanaan konvensional dan
potensi pendekatan restorative justice dalam penanganan tindak pidana judi online,
diperlukan suatu model rekonstruksi sistem pemidanaan yang komprehensif dan kontekstual.
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Model rekonstruksi ini harus mempertimbangkan karakteristik khas dari tindak pidana judi
online, dimensi kecanduan yang melekat, serta kebutuhan untuk melibatkan berbagai
pemangku kepentingan dalam proses penanganannya. Bagian ini akan menguraikan model
rekonstruksi sistem pemidanaan tindak pidana judi online melalui pendekatan restorative
justice dan implikasinya terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Model rekonstruksi sistem pemidanaan tindak pidana judi online perlu dilengkapi
dengan desain program restorative justice yang komprehensif dan terintegrasi. Desain
program ini harus mempertimbangkan berbagai dimensi permasalahan judi online, termasuk
aspek kecanduan, dampak sosial-ekonomi, dan kebutuhan reintegrasi pelaku ke dalam
masyarakat. Berikut adalah komponen-komponen utama dari desain program restorative
justice untuk pelaku judi online:

Sebagaimana dikemukakan oleh Marlina dan Zulkarnain (2022, 135), program
rehabilitasi kecanduan judi merupakan komponen krusial dalam penanganan tindak pidana
judi online melalui pendekatan restorative justice. Program ini harus dirancang secara
komprehensif untuk mengatasi aspek psikologis, perilaku, dan sosial dari kecanduan judi.
Menurut Farida dan Nugroho (2023, 87), program rehabilitasi kecanduan judi yang efektif
meliputi beberapa komponen berikut:

a. Asesmen dan evaluasi komprehensif terhadap tingkat kecanduan dan faktor-faktor
risiko

b. Terapi kognitif-perilaku untuk mengatasi pola pikir dan perilaku yang terkait dengan
kecanduan judi

c. Manajemen keuangan dan pendidikan literasi keuangan

d. Konseling individual dan kelompok untuk membangun keterampilan coping dan
pencegahan kekambuhan

e. Dukungan berkelanjutan melalui kelompok dukungan sebaya

f. Monitoring dan evaluasi berkala untuk menilai kemajuan dan menyesuaikan intervensi
jika diperlukan

Prasodjo dan Kusumawardani (2021, 210) menekankan pentingnya pendekatan
bertahap dalam program rehabilitasi, yang memungkinkan pelaku untuk mengikuti jenjang
intervensi sesuai dengan tingkat kecanduan dan kemajuan pemulihan mereka. Untuk
memastikan efektivitas program, kerjasama antara sistem peradilan pidana dengan institusi
kesehatan, terutama layanan kesehatan mental dan adiksi, perlu dibangun secara sistematis.

Salah satu faktor pendorong keterlibatan dalam judi online adalah motif ekonomi, baik
sebagai upaya untuk memperoleh penghasilan tambahan maupun sebagai respons terhadap
kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan oleh Waluyo dan Purnomo
(2022, 65), program pemberdayaan ekonomi dan vokasional merupakan komponen penting
dalam desain program restorative justice untuk pelaku judi online.

Program ini harus mencakup beberapa elemen berikut:
Pelatihan keterampilan vokasional yang disesuaikan dengan minat dan kapasitas pelaku
Pendidikan kewirausahaan dan manajemen usaha kecil
Fasilitasi akses terhadap pekerjaan atau usaha mandiri
Pendampingan dalam pengembangan rencana keuangan jangka panjang
Pemberian bantuan modal usaha atau peralatan kerja (jika diperlukan)
Membangun jaringan dengan sektor swasta untuk membuka kesempatan kerja atau
magang

Menurut Suprapto dan Dewi (2023, 178), program pemberdayaan ekonomi dan
vokasional harus dirancang secara fleksibel dan adaptif, dengan mempertimbangkan
kebutuhan dan potensi individual pelaku. Kerjasama dengan lembaga pelatihan, dunia usaha,
dan organisasi masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan program ini.
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Keluarga memiliki peran krusial dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi pelaku
tindak pidana judi online. Sebagaimana dikemukakan oleh Hasanah dan Permadi (2021, 94),
judi online sering kali berdampak negatif pada hubungan keluarga, yang dapat berujung
pada konflik, krisis kepercayaan, dan bahkan disintegrasi keluarga. Oleh karena itu, program
pemulihan dan penguatan hubungan keluarga perlu menjadi komponen integral dari desain
program restorative justice.

Program ini mencakup beberapa elemen berikut:
Konseling keluarga untuk memfasilitasi komunikasi, pemahaman, dan penerimaan
Edukasi bagi anggota keluarga tentang kecanduan judi dan proses pemulihannya
Pengembangan keterampilan dukungan bagi anggota keluarga
Pembentukan kelompok dukungan keluarga
Kegiatan bersama untuk memperkuat ikatan keluarga
Mediasi konflik keluarga (jika diperlukan)

Wicaksono dan Rahayu (2022, 127) menekankan pentingnya melibatkan keluarga
sejak awal proses restorative justice, tidak hanya sebagai pendukung pelaku, tetapi juga
sebagai pihak yang perlu mendapatkan pemulihan dari dampak tindak pidana judi online.
Pendekatan ini sejalan dengan filosofi restorative justice yang memandang tindak pidana
sebagai perusakan hubungan yang memerlukan pemulihan komprehensif.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung
proses pemulihan dan reintegrasi pelaku tindak pidana judi online. Menurut Kusuma dan
Wibowo (2023, 156), pelibatan masyarakat dalam program restorative justice dapat
memperkuat jaringan dukungan sosial dan mengurangi stigmatisasi terhadap pelaku.
Program pelibatan dan edukasi masyarakat mencakup beberapa elemen berikut:

a. Sosialisasi dan edukasi tentang bahaya judi online dan pendekatan restorative justice

b. Pembentukan jaringan dukungan masyarakat untuk pelaku yang menjalani program
rehabilitasi

c. Pelatihan bagi tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemimpin informal tentang
prinsip-prinsip restorative justice

d. Pengembangan program pencegahan berbasis masyarakat

e. Pembentukan forum dialog masyarakat tentang isu-isu terkait perjudian dan adiksi

f. Pelibatan media lokal dalam kampanye edukasi dan destigmatisasi

Pramudya dan Handayani (2021, 210) menekankan bahwa program pelibatan
masyarakat harus dirancang dengan mempertimbangkan konteks sosial-budaya setempat dan
memanfaatkan struktur masyarakat yang sudah ada, seperti RT/RW, karang taruna, atau
kelompok keagamaan.

Implementasi pendekatan restorative justice dalam penanganan tindak pidana judi
online memerlukan landasan hukum dan kebijakan yang memadai. Rekonstruksi sistem
pemidanaan tindak pidana judi online perlu didukung oleh formulasi hukum yang
komprehensif dan operasional. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam formulasi
hukum dan kebijakan implementasi restorative justice untuk tindak pidana judi online:

Sebagaimana dikemukakan oleh Rahmadani dan Effendi (2022, 87), ketentuan dalam
UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) yang mengatur tentang tindak
pidana judi online, perlu direvisi untuk mengakomodasi pendekatan restorative justice.
Revisi tersebut dapat mencakup beberapa hal berikut:

a. Penyempurnaan definisi dan Kkategori tindak pidana judi online dengan
mempertimbangkan tingkat keseriusan dan dampaknya

b. Pengaturan tentang alternatif penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative
justice untuk kategori tindak pidana judi online tertentu

c. Pengaturan tentang kewenangan aparat penegak hukum untuk mengarahkan kasus judi
online ke jalur restorative justice
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d. Pengaturan tentang sanksi alternatif, seperti rehabilitasi, kerja sosial, dan pembatasan
akses internet

e. Pengaturan tentang peran dan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan dalam
implementasi restorative justice

Menurut Wijaya dan Permana (2023, 124), revisi UU ITE tersebut perlu diikuti dengan
perubahan dalam peraturan pelaksana yang relevan, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan
Menteri, dan peraturan teknis lainnya. Harmonisasi regulasi ini diperlukan untuk
memastikan konsistensi dan koherensi dalam implementasi pendekatan restorative justice.

Diversi, sebagai salah satu bentuk implementasi restorative justice, telah diterapkan
dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia melalui UU Nomor 11 Tahun 2012.
Menurut Prasetya dan Hidayat (2021, 168), pengalaman implementasi diversi dalam sistem
peradilan pidana anak dapat menjadi referensi untuk pengembangan mekanisme serupa
untuk tindak pidana judi online, dengan penyesuaian yang diperlukan.

Mekanisme diversi untuk tindak pidana judi online dapat mencakup beberapa elemen
berikut:

Kriteria dan persyaratan untuk kasus yang dapat diarahkan ke jalur diversi
Prosedur dan tahapan pelaksanaan diversi
Pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses diversi
Bentuk-bentuk kesepakatan diversi, seperti rehabilitasi, kompensasi, atau kerja sosial
Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan diversi
Konsekuensi hukum dari keberhasilan atau kegagalan proses diversi

Prabowo dan Wulandari (2022, 92) menekankan bahwa pengembangan mekanisme
diversi untuk tindak pidana judi online harus mempertimbangkan karakteristik khas dari
tindak pidana ini, termasuk aspek kecanduan, motif ekonomi, dan absennya korban langsung
dalam pengertian konvensional.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk implementasi restorative justice yang
dapat diterapkan dalam penanganan tindak pidana judi online. Menurut Sutanto dan
Wirawan (2023, 115), pedoman mediasi penal untuk tindak pidana judi online perlu
dikembangkan untuk memberikan panduan operasional bagi aparat penegak hukum dan
fasilitator mediasi.

Pedoman tersebut mencakup beberapa hal berikut:
Kualifikasi dan kompetensi mediator/fasilitator
Tahapan dan prosedur mediasi penal
Teknik dan strategi mediasi yang relevan untuk kasus judi online
Bentuk-bentuk kesepakatan yang dapat dihasilkan dari mediasi penal
Dokumentasi dan pelaporan proses mediasi
Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan
Koordinasi antar-lembaga dalam pelaksanaan mediasi penal
Hartono dan Julianti (2022, 143) menekankan pentingnya pengembangan kapasitas
mediator/fasilitator dalam penanganan kasus judi online, yang memerlukan pemahaman
mendalam tentang aspek hukum, psikologi kecanduan, dan dinamika sosial-ekonomi yang
terkait dengan perjudian.

Salah satu elemen penting dalam rekonstruksi sistem pemidanaan tindak pidana judi
online adalah pengembangan regulasi tentang sanksi alternatif dan rehabilitasi. Menurut
Gunawan dan Sadono (2023, 78), sanksi alternatif yang berorientasi pada pemulihan dan
rehabilitasi dapat menjadi opsi yang lebih efektif dibandingkan dengan pidana penjara
konvensional untuk pelaku tindak pidana judi online, terutama yang memiliki masalah
kecanduan.

Regulasi tentang sanksi alternatif dan rehabilitasi dapat mengatur beberapa hal berikut:
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a. Jenis-jenis sanksi alternatif, seperti pengawasan, kerja sosial, atau pembatasan akses
internet
Prosedur dan kriteria penerapan sanksi alternatif
Lembaga yang berwenang melaksanakan dan mengawasi sanksi alternatif
Program rehabilitasi yang diakui dan disertifikasi oleh negara
Mekanisme rujukan dan penempatan pelaku dalam program rehabilitasi
Pembiayaan program rehabilitasi dan sanksi alternatif
Evaluasi dan penilaian efektivitas sanksi alternatif dan program rehabilitasi

Hermawan dan Putranto (2022, 186) menekankan bahwa pengembangan regulasi ini
perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ahli hukum, profesional
kesehatan mental, dan praktisi rehabilitasi adiksi, untuk memastikan pendekatan yang
komprehensif dan berbasis bukti.

Rekonstruksi sistem pemidanaan tindak pidana judi online melalui pendekatan
restorative justice memiliki implikasi signifikan terhadap arah pembaharuan hukum pidana
di Indonesia secara keseluruhan. Implikasi tersebut mencakup beberapa aspek berikut:

Sebagaimana dikemukakan oleh Nawawi dan Dermawan (2022, 65), rekonstruksi
sistem pemidanaan tindak pidana judi online dapat menjadi katalisator bagi pergeseran
paradigma pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia secara lebih luas. Pergeseran
paradigma ini meliputi transisi dari pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman,
ke pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan kerugian, rehabilitasi pelaku, dan
reintegrasi sosial.

Menurut Supardi dan Handayani (2023, 118), pergeseran paradigma ini sejalan dengan
perkembangan pemikiran dalam ilmu hukum pidana kontemporer yang semakin menyadari
keterbatasan pendekatan retributif dalam mengatasi berbagai bentuk kejahatan, terutama
yang memiliki dimensi sosial-ekonomi dan psikologis yang kompleks. Pergeseran
paradigma ini juga didukung oleh bukti empiris tentang efektivitas pendekatan restoratif
dalam mengurangi residivisme dan meningkatkan kepuasan semua pihak yang terlibat dalam
proses peradilan.

Rekonstruksi sistem pemidanaan tindak pidana judi online melalui pendekatan
restorative justice dapat berkontribusi pada pengembangan sistem sanksi yang lebih variatif
dan proporsional dalam hukum pidana Indonesia. Menurut Rahardjo dan Kusuma (2021,
210), salah satu keterbatasan dalam sistem pemidanaan Indonesia saat ini adalah
keterbatasan opsi sanksi, yang didominasi oleh pidana penjara dan denda. Situasi ini
membatasi kemampuan sistem untuk memberikan respons yang proporsional dan efektif
terhadap berbagai bentuk dan tingkat keseriusan tindak pidana.

Pengembangan sanksi alternatif dalam konteks tindak pidana judi online, seperti
rehabilitasi, pengawasan masyarakat, kerja sosial, atau pembatasan akses internet, dapat
menjadi model untuk pengembangan sistem sanksi yang lebih luas dalam pembaharuan
hukum pidana Indonesia. Hariyanto dan Wijaya (2022, 145) menekankan bahwa sistem
sanksi yang lebih variatif dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan
pidana, serta mempromosikan prinsip individualisasi pidana yang lebih sesuai dengan
kebutuhan pemulihan pelaku dan masyarakat.

Implementasi pendekatan restorative justice dalam penanganan tindak pidana judi
online memerlukan kolaborasi yang erat antara ahli hukum dengan profesional dari berbagai
disiplin ilmu lain, seperti psikologi, kesehatan, ekonomi, dan pekerjaan sosial. Menurut
Mardika dan Suryani (2023, 87), kolaborasi multidisipliner ini dapat memperkaya
pemahaman dan pendekatan dalam sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Penguatan pendekatan multidisipliner dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia
dapat mencakup beberapa aspek berikut:

Q o o0 o
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Pengembangan kurikulum dan pelatihan multidisipliner bagi aparat penegak hukum
Pembentukan tim multidisipliner dalam penanganan kasus-kasus tertentu
c. Pengembangan penelitian kolaboratif tentang efektivitas berbagai pendekatan
pemidanaan
d. Integrasi perspektif multidisipliner dalam pengembangan kebijakan hukum pidana
e. Pengembangan standar dan protokol kolaborasi antar-profesi dalam sistem peradilan
pidana

Prasetyo dan Sulistyowati (2022, 134) menekankan bahwa penguatan pendekatan
multidisipliner dapat meningkatkan kapasitas sistem peradilan pidana dalam menangani
permasalahan kompleks yang mendasari berbagai bentuk kejahatan, tidak hanya judi online
tetapi juga tindak pidana lain yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan psikologis.

Rekonstruksi sistem pemidanaan tindak pidana judi online melalui pendekatan
restorative justice dapat berkontribusi pada pengembangan mekanisme penyelesaian perkara
di luar pengadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Menurut Rahmadi dan Suparman
(2023, 156), pengembangan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat
mengurangi beban sistem peradilan formal dan memberikan akses yang lebih luas terhadap
keadilan.

Mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dikembangkan dalam
konteks tindak pidana judi online, seperti diversi atau mediasi penal, dapat menjadi model
untuk pengembangan mekanisme serupa untuk tindak pidana lain yang memiliki
karakteristik sejenis. Puspita dan Wibisono (2021, 93) menekankan bahwa pengembangan
mekanisme ini perlu didukung oleh kerangka hukum yang jelas, protokol operasional yang
terstandar, dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan perlindungan hak-
hak semua pihak yang terlibat.

Rekonstruksi sistem pemidanaan tindak pidana judi online melalui pendekatan
restorative justice dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan
Rancangan KUHP dan kebijakan pemidanaan nasional. Menurut Suhardi dan Nugroho
(2022, 210), prinsip-prinsip dan mekanisme restorative justice yang dikembangkan dalam
konteks tindak pidana judi online dapat diintegrasikan ke dalam ketentuan umum KUHP
baru, terutama yang terkait dengan tujuan pemidanaan, jenis-jenis sanksi, dan pedoman
pemidanaan.

Hamzah dan Kusumaatmadja (2023, 124) menekankan pentingnya memastikan
koherensi antara pendekatan restorative justice dalam penanganan tindak pidana judi online
dengan ketentuan-ketentuan dalam Rancangan KUHP. Hal ini dapat dilakukan melalui:

a. Penyesuaian rumusan tujuan pemidanaan dalam Rancangan KUHP untuk
mengakomodasi prinsip-prinsip restorative justice

b. Pengembangan ketentuan tentang alternatif penyelesaian perkara dalam Rancangan
KUHP

c. Perluasan jenis-jenis sanksi dalam Rancangan KUHP untuk mencakup sanksi alternatif
yang berorientasi pada pemulihan

d. Pengembangan pedoman pemidanaan yang mempertimbangkan faktor-faktor
kecanduan dan ketergantungan

e. Integrasi mekanisme diversi dan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana

Berdasarkan analisis terhadap model rekonstruksi sistem pemidanaan tindak pidana
judi online melalui pendekatan restorative justice dan implikasinya terhadap pembaharuan
hukum pidana Indonesia, dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi ini memiliki potensi
signifikan untuk berkontribusi pada transformasi sistem peradilan pidana secara lebih luas.
Melalui pengembangan model pemidanaan yang lebih humanis, efektif, dan berorientasi
pada pemulihan, rekonstruksi ini dapat menjadi katalisator bagi perubahan paradigma dalam
pembaharuan hukum pidana di Indonesia, dari pendekatan yang semata-mata berfokus pada

oo
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penghukuman menjadi pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada
pemulihan.

KESIMPULAN

Pertama, sistem pemidanaan tindak pidana judi online dalam hukum positif Indonesia
saat ini masih didominasi oleh paradigma retributif yang menekankan pada aspek
penghukuman. Pengaturan tindak pidana judi online dalam UU ITE, khususnya Pasal 27
ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2), menetapkan sanksi pidana penjara dan denda sebagai bentuk
sanksi utama. Pendekatan ini menunjukkan beberapa keterbatasan signifikan, antara lain: (1)
tidak efektif dalam menangani akar permasalahan kecanduan judi; (2) mengabaikan faktor-
faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang melatarbelakangi keterlibatan dalam judi online;
(3) menciptakan beban tambahan bagi sistem peradilan pidana; (4) ketidakpaduan dalam
sistem pertanggungjawaban pidana; dan (5) menimbulkan dampak negatif seperti
stigmatisasi dan kesulitan reintegrasi sosial bagi pelaku.

Kedua, pendekatan restorative justice menawarkan alternatif yang lebih komprehensif
dan humanis dalam penanganan tindak pidana judi online. Pendekatan ini melihat tindak
pidana tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai perusakan hubungan
yang memerlukan pemulihan. Prinsip-prinsip restorative justice relevan dengan karakteristik
tindak pidana judi online sebagai penyakit sosial karena: (1) mampu mengakomodasi aspek
kecanduan yang memerlukan intervensi terapeutik; (2) melibatkan keluarga pelaku yang
sering menjadi "korban tidak langsung"; (3) menangani dimensi sosial-ekonomi yang
kompleks; (4) mengurangi stigmatisasi dan memfasilitasi reintegrasi sosial; dan (5)
menawarkan respons yang lebih proporsional bagi pelaku yang tidak memiliki riwayat
kriminal sebelumnya. Berbagai praktik restorative justice yang telah dikembangkan di
negara-negara seperti Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Singapura dapat menjadi
referensi untuk pengembangan model yang sesuai dengan konteks Indonesia.

Ketiga, rekonstruksi sistem pemidanaan tindak pidana judi online melalui pendekatan
restorative justice memerlukan pengembangan model komprehensif yang mencakup: (1)
desain program rehabilitasi kecanduan judi yang terintegrasi; (2) program pemberdayaan
ekonomi dan vokasional; (3) program pemulihan dan penguatan hubungan keluarga; dan (4)
program pelibatan dan edukasi masyarakat. Implementasi model ini perlu didukung oleh
formulasi hukum dan kebijakan yang memadai, meliputi: (1) revisi ketentuan UU ITE dan
peraturan terkait; (2) pengembangan mekanisme diversi untuk tindak pidana judi online; (3)
penyusunan pedoman mediasi penal; dan (4) pengembangan regulasi tentang sanksi
alternatif dan rehabilitasi.

Keempat, rekonstruksi sistem pemidanaan tindak pidana judi online melalui
pendekatan restorative justice memiliki implikasi signifikan terhadap arah pembaharuan
hukum pidana Indonesia secara keseluruhan. Implikasi tersebut meliputi: (1) pergeseran
paradigma pemidanaan dari retributif ke restoratif; (2) kontribusi pada pengembangan
sistem sanksi yang lebih variatif dan proporsional; (3) penguatan pendekatan multidisipliner
dalam sistem peradilan pidana; (4) pengembangan mekanisme penyelesaian perkara di luar
pengadilan; dan (5) memberikan masukan bagi pengembangan Rancangan KUHP dan
kebijakan pemidanaan nasional. Rekonstruksi ini berpotensi menjadi katalisator bagi
transformasi sistem peradilan pidana yang lebih progresif, efektif, dan berorientasi pada
pemulihan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal
sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR perlu melakukan revisi terhadap UU ITE dan peraturan terkait
untuk mengakomodasi pendekatan restorative justice dalam penanganan tindak pidana
judi online, termasuk pengaturan tentang diversi, mediasi penal, dan sanksi alternatif.
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2. Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian perlu mengembangkan peraturan dan
pedoman teknis untuk implementasi pendekatan restorative justice dalam penanganan
tindak pidana judi online, termasuk kriteria kasus yang dapat diarahkan ke jalur
restorative justice, prosedur pelaksanaan, dan mekanisme monitoring.

3. Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan
institusi terkait lainnya perlu mengembangkan program rehabilitasi kecanduan judi
yang terintegrasi dan program pemberdayaan bagi pelaku tindak pidana judi online.

4. Perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan organisasi profesi hukum perlu
mengembangkan penelitian dan kajian lebih lanjut tentang efektivitas pendekatan
restorative justice dalam penanganan tindak pidana judi online dan tindak pidana siber
lainnya.

5. Masyarakat sipil dan media perlu dilibatkan dalam upaya edukasi dan kampanye
pencegahan judi online, serta dalam pengembangan mekanisme dukungan bagi pelaku
yang menjalani program rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Dengan implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan penanganan tindak pidana
judi online di Indonesia dapat dilakukan secara lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada
pemulihan, sehingga berkontribusi pada pembaharuan hukum pidana yang lebih progresif
dan responsif terhadap perkembangan kejahatan di era digital.
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